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KATA PENGANTAR

egala puji dan syukur kita panjatkan kepada
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dan sebagai
wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis
KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten
Soppeng mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan
KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, penyusunan laporan kinerja tampak lebih
sederhana, padat dan komunikatif dibandingkan penyusunan laporan
akuntabilitas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini nampak dari struktur
pelaporan yang secara tepat telah mampu merangkum semua capaian kinerja.
Tentu saja capaian kinerja sangat berbeda dengan capaian hasil. Dalam
capaian kinerja, penekanannya pada sasaran dan indikator program. Seluruh
sasaran dan indikator kegiatan tentu mengarah pada capaian sasaran dan

indikator program. Dalam laporan kinerja ini menggunakan seluruh bahan-

bahan yang ada dalam setiap sasaran dan indikator kegiatan.




Penyusunan Laporan Kine

rja ini didasarkan melalui analisis terhadap

pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan
perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama
dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2022,

Hasil kinerja KPU Kabupaten Soppeng yang berorientasi pada output
maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan
peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas
kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten
Soppeng pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja
KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean

Government.

isi Pemilihan Umum
aten Soppeng




RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 disusun untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan
kinerjanya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 ini
menyajikan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana
dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan
analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan
dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup

atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan wujud
akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan
dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada
tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU
tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Soppeng tahun 2020 - 2024,
Rencana Kinerja (Renja) 2022, Penetapan Kinerja 2022, dan Perjanjian Kinerja

tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022
menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU
Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis,
program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran
program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara
umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai

kinerja sasarannya.

Dalam tahun 2022, KPU Kabupaten Soppeng menetapkan sebanyak 11

(sebelas) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan




Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian

Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Berdasarkan kategori pencapaian
kinerja yang vyang terdapat pada Keputusan Kepala LAN
No.239/1X/6/8/2003, maka secara keseluruhan capaian kinerja rata-rata KPU
Kabupaten Soppeng (96,74 %) berada pada rentang nilai 85%-100%. Angka ini
berada dalam kategori “BERHASIL”. Ini menunjukkan bahwa realisasi yang
dicapai sejalan dengan target yang ditetapkan. Hasil tersebut akan terus

dipertahankan, juga disertai upaya untuk ditingkatkan oleh KPU Kabupaten

Soppeng.
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A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,
umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu
suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan
Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu
“dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang
dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu
disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang

tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.




Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, KPU Kabupaten Soppeng berkewajiban melaksanakan program yang
telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang
tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan
kewajiban KPU Kabupaten Soppeng di Tahun Anggaran 2022, maka
disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022,
sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan

akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah; dan

3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng merupakan wujud
pertanggungjawaban KPU Kabupaten Soppeng atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten
Soppeng selama Tahun Anggaran 2022, setiap capaian kinerja (performance

results) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance

agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan




pencapaian kinerja KPU Kabupaten Soppeng selama satu tahun. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai checkpoint

yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

. Landasan Hukum

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Laporan

Kinerja (LK) adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah; dan

3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I1/2018 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022
adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan
program/kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Soppeng

Tahun 2022 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan

2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut
hasil pengolahan dan evaluasi

3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya

4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan

5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.




D. Gambaran Umum Organisasi

KPU Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum
yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan
Umum ditingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa
Lembaga penyelenggara pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota adalah
suatu Lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi.

KPU Kabupaten Soppeng mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk
menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.

2. Melaksanakan = semua  tahapan  penyelenggaraan  di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang- undangan;

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah
kerjanya;

5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi




10.

11.

12.

13.

14.

15.

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara

rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi
penghitungan suara di PPK;

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada
saksi peserta Pemilihan umum, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan
KPU Provinsi;

Menerbitkan  keputusan KPU  Kabupaten/Kota  untuk
mengesahkan hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi
setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
dan membuat berita acaranya;

Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS,dan KPPS;
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi
administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota, dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota
yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum yang
sedang berlangsung berdasar kanrekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat;




16.

17.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan umum; dan
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau undang-undang.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

1.

10.

Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
Melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan  di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
Mengkoordinasikn dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah
kerjanya.

Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.

Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan
umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
di PPK dengan menbuat berita acra penghitungan suara dan
sertifikat hasil perhitungan suara.

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitunan suara dan wajib menyerahkan kepada
saksi peserta Pemilihan umum, Panwaslu Kabupaten/Kota dan
KPU Provinsi.

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kab/Kota atas adanya dugaan pelanggaran Pemilihan umum
temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota.
Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonnaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan  terganggunya tahapan penyelenggaraan




11.

12.

13.

pemilihan umum yang sedang berlangsung berdasarkan

rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Melaksankan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Melakukan evaluasi dam membuat laporan setiap tahapan
penyelengaraan Pemilihan umum.

Melaksanakan tugas dn wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan

Bupati/Walikota meliputi :

1.

Merencanakan program anggaran, dan jadwal
Pemilihan/Walikota.

Menyusun dan Menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kotab
PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis
untuk  tiap-tiap  tahapan  penyelenggaraan  tahapan
penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan
peratran perundang-undangan.

Membentuk  PPK,PPS dan KPPS dalam  pemilihan
Bupati/ Walikota dalam wilayah kerjanya.

Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
semua tahapan penyelenggaraan perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
Pemilihan Bupati/Walikota.

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh pemirintah dengan
memperhatikan data pemilihan umum dan/atau pemilihan

Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar

pemilih.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Menerima daftar pemilih darl PPK dalam menyelenggarakan

pemilihan umum dan menyampaikannya kepada KPU provinsi.
Menetapkan calon Bupati/walikota yng telah memenuhi
persyaratan.

Menetapkan dan mengumumbkanhasil rekapitulasi penghitungan
suara pemilihan bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil
penghitungansuara dari seluruh PPK diwilayah kabupaten/Kota
yang bersangkutan.

Membuat berita acara penghitungan suara serta menyerahkan
kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kab/Kota dan KPU
Provinsi: menertibkan keputusan KPU Kab/Kota untuk
mengesahkan  hasil  pemilihan  Bupati/Walikota  dan
mengumumkannya.

Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan
berita acaranya.

Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU
melalui KPU Provinsi

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kab/Kota atas temuan dan laporan adanya pelanggaran
pemilihan.

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kab/Kota,
dan pegawai Sekretariat KPU/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan pemilihan.

Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan
walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kab/Kota
kepada masyarakat.

Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan
pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.

Melakukan evaluasi dan membuat evaluasi laporan

penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota.




19. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.

20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan/kota yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota berkewajiban :

1.

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan
umum dengan tepat waktu.

Memeperlakukan peserta pemilihan umum dan pasangan calon
Presiden dan Wakil presiden, calon Gubernur, Bupati dan
Walikota san secara adil dan setara.

Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan
umum kepada masyararakat.

Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilihan umum kepada KPU melalui KPU
Provinsi.

Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan
Kab/Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU
dan ANRL

Mengelolah barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.

Menyampaikan  laporan  periodik = mengenai  tahapan

penyelenggaraan Pemilihan umum kepada KPU dan KPU

Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.




9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU

Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota
KPU Kabupaten/Kota.

10. Menyampaikan data hasil Pemilihan umum dari tiap-tiap TPS
pada tingkat Kabupaten/Kota kepada pesrta pemilihan umum
paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.

11. Melaksanakan keputusan DKPP, dan melaksanakan kewajiban
lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan

perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi KPU Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

KETUA

I | | I

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

[ rosacar,ss [ ANDIRAEHANA, S.bi, WP ASPIKAL, S.Pd, M.Pd MUH. HASBI, S.Pd

PLT. SEKRETARIS

EDY RAHMATULLAH, M.Adm, KP

Kepala Sub. Bagian (Kasubag) Teknis
Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

FITRIANA ARAS, SE., MM MURTINA, S.Pt., M.Si MUH. REZA HIDAYAT ISWANG, S.Sos SITTI RAHMAWATI, S.Pi

Kepala Sub. Bagian (Kasubag)
Keuangan, Umum, dan Logistik

Kepala Sub. Bagian (Kasubag) Kepala Sub. Bagian (Kasubag) Hukum
Perencanaan, Data dan Informasi dan Sumber Daya Manusia

. Analisa Perkembangan Strategis

Analisa Strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi KPU
Kabupaten Soppeng sesuai dengan kondisi saat ini dan mengkaji kondisi yang
diharapkan. Salah satu unsur analisa strategis yaitu kondisi sarana dan
prasarana gedung perkantoran yang mana KPU Kabupaten Soppeng sudah

memiliki gedung sendiri di Jl. Salotungo. Kelurahan Lalabata Rilau,

Kecamatan Lalabata, Kota Watansoppeng.




F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng secara
mendasar dapat diuraikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA

Dalam bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan
Penetapan Kinerja. Disini juga akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi
program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Soppeng.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang

dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

BABIV. PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan dan

rencana aksi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan,

pelaksaanaan program/kegiatan dan kebijakan pada priode berikutnya.




SAB 2
PERENCANAAN DAN
PENETAPAN KINERIA




1. Rencana Strategis 2020 - 2024

KPU Kabupaten Soppeng telah menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) KPU
Kabupaten Soppeng Tahun 2020 - 2024 sesuai dengan Keputusan KPU RI
Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum. Dokumen Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU
RI 2020 - 2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan konstribusi

bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi misi KPU.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Pemilihan Umum adalah Menjadi penyelenggara
pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan,
dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas
berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu :

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
pemilihan umum;

b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,
akuntabel, edukatif dan beradab;

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang
bersih, efisien, dan efektif;

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara,
serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif

dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita- cita masyarakat

Indonesia yang demokratis.




3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yaitu :

a.

b.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum;
Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat
dalam pemilihan umum;

Melaksanakan Undang- Undang di bidang politik secara murni dan
konsekwen;

Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum
yang demokratis;

Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yaitu :

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM

tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU)

yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah

sebagai berikut :

a.
b.

C.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan umum;
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan umum;

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemilihan umuman.

5. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum yaitu :

a.

Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilihan
umum atau Pemilihan Serentak;

Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam
Pemilihan umum atau Pemilihan Serentak;

Persentase Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya;

Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak
Pilihnya;

Persentase Pemilih yang Berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam
Daftar Pemilih;

Persentase Penyelenggara Pemilihan umum yang terbukti melakukan

pelanggaran Pemilihan umum.




2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020 - 2024, telah

ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Soppeng Tahun

2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
RKT KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATECIS A
KEGIATAN
: Meningkatnya Persentase penyelenggaraan
Penyelenggaraan tahapan Pemilihan tahun 2022
Pemilu/Pemilihan yang sesuaidengan jadwal dan
Demokratis ketentuan yang berlaku

Persentase Partisipasi Pemilih
dalam Pemilihan Tahun 2022
Persentase Partisipasi Pemilih
Perempuan Pemilihan Tahun
2022

Persentase Partisipasi Pemilin
Disabilitas

dalam Pemilihan Tahun 2022
Persentase Pemilih yang
Terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilinnya
Persentase Pemilih yang
Berhak memilih tetapi tidak
masuk dalam Daftar Pemilin

Terlaksananya Pemilu/ Persentase Pelaksanaan

’ De.milihan yang Arman, Pemilihan 2022 tanpa konflik
Jujur dan Adil

Persentase Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan yang tidak
terbukti melakukan
pelanggaran Pemilu/Pemilinan
Persentase Sengketa Hukum
yang Dimenangkan KPU

3. Program Kerja KPU Kabupaten Soppeng tahun 2022
a. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

100,009

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

0,5%

90,00%

100,009

100,009

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya

kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan

kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut

adalah :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di

Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng;

2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;




3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;

4. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng.

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

(076.01.CQ)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya

kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam

program tersebut adalah:

1. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;

2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang -
Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;

3. Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi

serta partisipasi Masyarakat dan PAW di wilayah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.2
Program Kerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022

PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT KET

Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi (076.01.CQ)




SAD 5
AKUNTABILITAS
<INERJIA




Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng melaksanakan penyusunan

dan menyampaikan Laporan Kinerja guna sebagai evalusasi kinerja dalam
satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya.Indikator
kinerja dalah merupakan gambaran sejauh mana KPU Kabupaten Soppeng

telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan
suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran
Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja satuan
kegiatan di Tahun 2022 akan merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana
Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian
akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja
yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis

(Renstra).

Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat
mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Soppeng secara menyeluruh.
Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022
dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja,

sasaran, dengan realisasinya.

Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian
subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai

sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

RENTANG NILAI | KATEGORI KETERANGAN

> 100 Sangat Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui
Berhasil target indikator kinerja
2 91-100 Berhasil Keglat?n yang d}lak§anakan telah mencapai
target indikator kinerja
3 71-90 Cukup Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati
’ Berhasil target indikator kinerja
Kurang Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai
4. 51-70 ; 2 L
Berhasil dengan target indikator kinerja
Tidak Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak
5 0-50 . . e o
Berhasil sesuai dengan target indikator kinerja




Penghitungan presentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan

rumus :

Realisasi
% Pencapaian = X100%
Rencana

. Analisis Capaian Kinerja tahun 2022

Pada Tahun 2022, KPU Kabupaten Soppeng telah menetapkan sebanyak 12
(duabelas) indikator kinerja dari 3 (tig